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Abstrak: Penelitian dengan judul “Analisis Terhadap 
Keputusan Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo 
Kediri Tentang Nafkah Istri Yang Dipenjara” sejak awal 
disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana keputusan 
bahs|ul masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang 
nafkah istri yang dipenjara? dan Bagaimana analisis 
terhadap keputusan bahs|ul masail Pondok Pesantren 
Lirboyo Kediri tentang nafkah istri yang dipenjara? Data 
penelitian diperoleh melalui kajian literatur dan 
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir 
deduktif yang berangkat dari kaidah-kaidah umum yang 
terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis| tentang nafkah istri, 
yang kemudian ditarik kesimpulan mengenai nafkah istri 
yang dipenjara. Penelitian ini menemukan bahwa 
keputusan yang terdapat dalam forum bahs|ul masail 
Pondok Pesantren Lirboyo Kediri menjelaskan bahwa 
tidak wajibnya suami untuk memberikan nafkah kepada 
istri yang dipenjara, dikarenakan faktor perbuatan itu akan 
berimbas pada kewajiban istri yang tidak bisa ditunaikan, 
sehingga kewajiban suami atas nafkah juga tidak wajib 
dikeluarkan. Analisis hukum Islam yang dilakukan 
terhadap keputusan tersebut menjelaskan bahwa proses 
bahtsul masa’il yang terjadi di pondok pesantren Lirboyo 
telah memenuhi syarat logika Ijtihad yang dikenal dalam 
hukum Islam. 
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Kata Kunci: Nafkah, Kewajiban Suami Istri, Bahtsul 
masa’il Lirboyo dan Metode , Istinbat Hukum. 
Pendahuluan 
Perkawinan merupakan suatu subsistem dari kehidupan 
beragama. Dalam ketentuan hukum Islam, Kajian tentang 
perkawinan diatur secara sistematis mulai dari pra pernikahan 
sampai berakhirnya pernikahan. Hal ini terjadi dikarenakan 
perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi‘at 
manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam 
rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar 
cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah 
dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang 
telah diatur oleh syara’, sebagaimana yang tercantum dalam 
Qur’an Surat Ar Rûm 21. 
Ikatan perkawinan suami-istri tersebut bukan tanpa akibat, 
akan tetapi memiliki konsekuensi hukum dalam prinsip etika 
dari hubungan keterikatan kedua belah pihak. Keduanya harus 
memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam 
berkeluarga. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami, 
begitu pula dengan suami yang kewajibannya menjadi hak bagi 
istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban 
dilaksanakan1. 
Hak-hak perempuan merupakan salah satu indikator 
penting bagi statusnya dalam masyarakat. Perkawinan bukan 
lagi memberikan suatu legitimasi untuk menyalurkan seseorang 
untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan pribadi pada tingkat 
fisik, emosi dan spiritual, serta bukan hanya sebuah dorongan 
seksual semata melainkan juga perempuan dan laki-laki menjadi 
satu dalam melaksanakan tugas keagamaan dan ibadah. 
Agama mewajibkan bagi suami untuk memberi nafkah 
kepada istrinya dengan menyediakan segala keperluan istrinya. 
Disebabkan karena akad nikah yang sah, seorang istri menjadi 
terikat oleh suaminya, istri wajib taat kepada suaminya, ia 
                                                                
1 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, (Jakarta: Prenada Media, 
2003), h. 121 
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berada di bawah kekuasaan suaminya, istri wajib tinggal di 
rumah suaminya, mengatur rumah tangga dan mengasuh anak. 
Dengan demikian maka, agama mewajibkan suami untuk 
memberi nafkah kepada istrinya. Ketentuan ini dapat ditemukan 
dalam surat Al Baqarah ayat 228 
Walaupun kedua belah pihak sudah sepakat sejak awal 
untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam bingkai suami 
istri. Ada kalanya seorang istri tidak dapat melaksanakan 
kewajibannya karena ia terlibat tindakan pidana yang 
memaksanya harus tinggal di rumah tahanan negara seperti 
kasus yang dibahas oleh tim Bahs|ul  Masail Pondok Pesantren 
Lirboyo Kediri. Berangkat dari pengamatan terhadap kejadian 
yang ditayangkan oleh salah satu media elektronik bahwasanya 
beberapa waktu yang lalu telah dikabarkan ada salah seorang 
istri dari artis yang tertangkap basah sedang pesta sabu-sabu. 
Sehingga sekarang dia harus mendekam di penjara untuk 
mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. 
Dari kasus tersebut, kemudian para santri yang merupakan 
tim Bahs|ul  masail mencoba untuk mengkaji mengenai 
kewajiban nafkah istri yang dipenjara tersebut oleh suaminya, 
yang pada akhirnya keputusan Bahs|ul  Masa’il Pondok 
Pesantren Lirboyo turut memberikan batasan kepada istri yang 
tidak bisa menjalankan kewajibannya karena terseret tindak 
pidana yang mengharuskannya untuk tetap tinggal di buih, maka 
tidak ada hak nafkah baginya. Baik perbuatan yang dilakukan 
istri tersebut karena kesalahan pribadi, atau perbuatan yang 
ditimpakan orang lain. Karena istri tidak dalam penguasaan 
(under control) suaminya, suami juga tidak bisa menjalankan 
kewajiban karena tidak mendapatkan hak dari istri, dan 
hubungan timbal balik suami-istri akhirnya tidak tercipta. 
Berdasarkan paparan kasus tersebut, penelitian tertarik untuk 
membahas “Analisis Terhadap Keputusan Bahs|ul Masail 
Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang Nafkah Istri yang Di 
penjara”.  
 
Ketentuan Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam 
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Secara etimologi, kata nafkah berasal dari kata “ na-fa-qa, 
yunfiqu“ yang berarti raja (laku; laris),  2 atau “ nafida wa faniya 
(habis dan musnah)3  Kata nafkah (nafaqoh) adalah kata benda 
(bentuk isim) dari kata infaq yang berarti harta yang yang 
dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti “bekal”. Dari pengertian 
secara etimologi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa nafkah berarti “sesuatu yang diberikan 
suami terhadap isteri baik berupa makanan, pakaian, tempat 
tinggal, perlindungan, dan sebagainya.4 
Nafkah adalah kewajiban yang berdasarkan Al-Quran, Al-
Hadis|| dan Al-Ijma’ ‘ulama’. Al-Qur’an secara gamblang 
menyebutkan dalam surat At-Thalaq ayat 6 bahwa istri berhak 
memperoleh tempat tinggal yang layak, memnerima nafkah 
karena hamil, dan menerima upah dari perawatan anak yang 
dilakukan. Selanjutnya dalam surat al-Talaq 7 penjelasan nafkah 
dipertegas lagi bahwa suami yang mampu memberi nafkah 
harus memberikan sesuai kemampuannya.  
Selain penjelasan yang diberikan al-Qur’an, beragam 
hadis nabi juga mempertegas kewajiban memberi nafkah. Hal 
ini dapat ditemukan dalam hadis riwayat Bukhari yang 
menjelaskan bahwa Rasululullah  memberikan otoritas kepada 
istri yang suaminya kikir untuk mengambil apa yang dibutuhkan 
istri dan suami .5 Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa 
nafkah bukan hanya memiliki dimensi materiil semata, nafkah 
bisa juga memiliki dimensi immateriil yeng berupa perlakuan 
yang layak dan manusiawi seorang suami kepada Istrinya. 
Penjelasan ini dapat ditemukan dalam riwayat Mu’awiyah Al 
                                                                
2 Ibnu Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri, Lisan Al-‘Arab, (Beirut: Dar Al-Fikr, 
1990), Cet.I, Juz. X, h. 357. 
3 Majdu Al-Din Muhammad Bin Ya’qub Al-Fairuzabadi, Al-Qamus Al-
Muhit, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), Cet. I, h. 833. 
4 Majma’ Lughah Al-‘Arabiyah, Mu’jam Al-Wasit, (Istanbul: Al-Maktabah 
Al-Islamiyah, 1392 h), Juz I, h. 942. 
5 Abu ‘Abdullah Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, 
Kitab: Al-Nafaqat, Bab : Iza Lam Yunfiq Al-Rajul Fa Li Al-Mar’ah An 
Ta’khuza Bi Ghairi ‘Ilmihi Ma, hadis No. 4945, (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), 
juz. VII, h.5 
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Qusyiri yang menjelaskan bahwa suami wajib memberi makan 
kepada istri sesuai dengan yang dimakannya dan memberinya 
pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Rasulullah 
mengingatkan bahwa suami dilarang memukul muka dan 
merendahkan martabatnya 6  
Penjelasan dari al-Qur’an maupun al-Hadits di atas 
memicu kesepakatan para ulama tentang adanya kewajiban 
suami untuk memberi nafkah kepada istri apabila telah terpenuhi 
syarat-syarat yang mewajibkannya. Sebab seorang istri yang 
berada di bawah penguasaan sang suami tidak diperkenankan 
untuk bekerja tanpa izin suami. Hal ini berdasarkan sebuah 
kaidah hukum yang menyatakan bahwa orang yang mengikatkan 
dirinya atas hak yang lain maka wajib nafkah baginya.7 
Pada umumnya nafkah terbagi menjadi dua macam, 
pertama: nafkah lahir yang terdiri dari apa-apa yang dibutuhkan 
seseorang untuk keberlangsungan hidupnya, seperti : sandang, 
pangan dan papan. Kedua : nafkah batin, yang merupakan 
pelengkap bagi kepuasan rohani seseorang. Sebagian ahli fiqih 
berpendapat bahwa yang termasuk dalam nafkah lahir adalah : 
pangan, sandang dan papan (tempat tinggal). Sedangkan ahli-
ahli fiqh yang lain berpendapat  bahwa kebutuhan pokok itu 
hanyalah papan saja. Mengingat banyaknya kebutuhan sehari-
hari yang bermacam-macam yang diperlukan oleh tiap-tiap 
anggota keluarga.8  
Selain Nafkah lahir, suami juga wajib memberikan nafkah 
batin –khususnya dalam kaitannya dengan nafkah yang 
diwajibkan karena hubungan perkawinan- adalah berupa 
kebutuhan psikologis atau secara lebih sempit diartikan dengan 
                                                                
6 Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ast Al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Kitab 
: Al-Nikah, Bab: Fi Haqqi Al-Mar’ah ‘Ala Zaujiha, Hadis No. 1830, (Beirut: 
Dar Al-Fikr, 1994), Juz. I, h. 491 
7 Amir Syarifuddin ,  Hukum Perkawinan Islam di Indenesia cet II, Jakarta: 
Kencana, cet II, 2007 
8 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam….., h.7347 
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kebutuhan seksual.9 Pendapat ini menunjukkan bahwa  selain 
kebutuhan akan nafkah lahir, istri juga membutuhkan nafkah 
batin sari suami. Sebab manusia diciptakan berpasangan untuk 
saling menyayangi dan mengasihi. Yusuf al-Qardhawi 
menjelaskan bahwa kebutuhan akan nafkah batin ini 
sesungguhnya merupakan perkara yang sangat penting dan harus 
mendapat perhatian yang cukup besar bagi pasangan suami-istri, 
sebab pengaruhnya juga sangat besar terhadap kelanggengan 
rumah tangga. Dengan perkataan lain, tidak adanya perhatian 
akan kebutuhan nafkah batin bagi suami-istri akan menyebabkan 
kehancuran dalam hubungan perkawinan.10 
Dalam mendapatkan nafkah, bagi istri harus memenuhi 
beberapa syarat yaitu Ikatan perkawinan yang sah dan telah 
menyerahkan diri kepada suami, Suaminya telah 
mengumpulinya, tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat 
yang dikehendaki suami kecuali apabila suami bermaksud 
merugikan istri dengan membawanya pindah, atau 
membahayakan keselamatan diri dan hartanya. Kedua-duanya 
saling ridha sebagai suami istri.11 
Jika salah satu dari syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, 
maka ia tidak wajib diberi belanja (nafkah) karena teah 
membangkang pada suami atau berbuat durhaka (nusyuz) 
terhadap suami.  
Terkadang nafkah dalam penjelasan hukum Islam juga 
dijelaskan bahwa nafkah ada dua macam yaitu nafkah yang 
wajib diberikan seseorang untuk dirinya sendiri jika dia mampu 
untuk itu, dan nafkah ini terlebih dahulu harus diutamakan atas 
dirinya daripada untuk diri orang lain. Selain itu, hukum Islam 
juga mengenal nafkah yang harus diberikan kepada orang lain. 
Hal ini berdasarkan riwayat yang disampaikan Jabir. Rasulullah 
menganjurkan bersedekah kepada dirimu sendiri, apabila masih 
                                                                
9 Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Lembaga 
Kajian Agama Dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, Dan The 
Asia Foundation, 1999), cet. I, h. 38 
10 Yusuf al-Qardhawi, Min Hadyi Al-Islam Fatawa Mu’asirah, (al-Qahirah: 
Dar Al-Qalam, 1996), Cet. VI, Juz. I, h. 479 
11 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah….h. 81 
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ada kelebihan harta maka berikanlah kepada keluargamu, 
apabila masih ada kelebihan harta, maka berikanlah kepada 
kerabatmu, apabila masih ada kelebihan harta maka kepada 
demikian dan demikian seraya menjelaskan yaitu untuk orang 
yang ada di hadapanmu, samping kanan dan kirimu.12  
Profil Keputusan Bahs|ul  Masail Pondok Pesantren Lirboyo 
Kediri 
Bahs|ul masail merupakan salah satu ciri khas warga 
nahdiyin yang selalu dijaga oleh warganya. Ada yang 
mengatakan bahwa jam’iyah Nahdhatul Ulama’ (NU) bisa 
bertahan sampai sekarang ini salah satu faktor penguatnya 
adalah Bahs|ul  masail, karena Bahs|ul  masail hampir semua 
masalah yang muncul berkembang dengan aneka ragamnya 
yang begitu komplek bisa teratasi. 
Begitu halnya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa 
Timur  yang berteduh dalam naungan jam’iyah Nahdatul Ulama 
juga membiasakan dengan Bahs|ul  masail. Forum ini 
dilaksanakan oleh santri yang sudah berada di tingkatan 
Madrasah Aliyah atau sederajat SMU dengan seluruh santri 
sebagai pesertanya. Hal ini didorong karena Bahs|ul  masail 
merupakan wahana santri yang mendapat amanat mulia untuk 
menjawab pronlematika umat dan masalah-masalah kekinian 
dengan rujukan referensi al-kutub al-mu’tabarah (fatwa dan 
hasil kajian para ulama’ salaf al-sholih yang telah diakui), 
dengan memeperhatikan manhaj atau tariqoh istinbat yang 
mereka pakai yang menghasilkan perbrumusan hukum yang bias 
dipertanggungjawabkan. 
Diawali dengan membahas beberapa masalah yang 
muncul di era kekinian, para santri yang duduk di bangku 
Madrasah Hidayatul Mubtadi’in Pondok Pesantren Lirboyo 
Kediri ini kemudian melebarkan sayap dengan menggelar forum 
yang berfungsi untuk memecahkan masalah seperti ini tiap 
tahunnya. Sehingga pada saat penelitian ini dilakukan ini, para 
                                                                
12 Abu Hasan Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Shahih Muslim, Kitab : Al-
Zakat, Bab: Al- Ibtida’ Fi Al-Nafaqah Bi Al-Nafsi…., No. Hadis: 1663, Juz. 
I, h. 40 
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santri purna siswa Madrasah Hidayatul Mubtadi’ien Agkatan 
2009 telah mengumpulkan beberapa hasil Bahs|ul  masail yang 
telah digelar menjadi sebuah buku yang berjudul “Kang Santri 
Menyingkap Problematika Umat”. Di dalam buku tersebut 
dimuat banyak masalah yang terjadi pada masa sekarang yang 
pada waktu zaman Rasul ataupun ulama’ terdahulu belum 
muncul, mulai dari masalah ubudiyah, (pengabdian spiritual 
religi), munakahat (pernikahan), muamalah (dialektika social 
kemasyarakatan) dan masih banyak lagi. Disadari atau tidak 
bahwa fenomena kekinian merupakan tantang bagi para santri 
yang harus segera diatasi, karena keberadaan mereka di 
pesantren merupakan tempat yang paling banyak membicarakan 
mengenai masalah agama.13  
Forum Bahs|ul  masa’il bertujuan untuk meningkatkan 
intelekstualitas santri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dalam 
memahami isi kitab, sebagaimana menjadi tujuan santri yang 
menjadi harapan orangtua, anaknya bisa memahami ajaran 
agama islam. Forum ini juga dimaksudkan sebagai silaturrahim 
antar santri untuk memeperat tali persaudaraan sesama penuntut 
ilmu, juga sebagai ajang berbagi ilmu dalam masalah 
keagamaan sehingga menambah wawasan keilmuan. Akan tetapi 
ini bukan menjadi tujuan dasar diselenggarakanya Bahs|ul  
masail, adapun yang menjadi tujuan dasar adalah untuk 
memutuskan masalah hukum yang belum ada penyelesaiannya 
dalam nash Al-Qur’an dan Hadis|, serta memberikan solusi 
terhadap hukum yang masih belum jelas hukumnya. 
Bahs|ul  masail merupakan lembaga kajian yang bergerak 
di bidang agama dan berwawaskan ahlus sunnah wal jama’ah 
karena itu ciri keagaam sangat ditonjolkan. Sebagai lembaga 
kajian Islam,  Bahs|ul  masail memiliki acuan atau dasar qawli 
maupun istinbati yang digunakan dalam memecahkan masalah 
hukum.Kesan hati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan 
keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada al-
Qur’an maupun Hadis| tidak terlepas dari pandangan bahwa 
                                                                
13 Abdul Wahid (Alumni), Wawancara, Surabaya 13 Desember 2010 
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mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak terputus dari 
suatu generasi ke generasi berikutnya.14 
Ini bukan berarti NU dan kalangan santri tidak 
menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki adalah ijtihad 
dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi pesyaratan sebagai 
mujtahid, sedangkan orang-orang yang memilki ilmu agama 
mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid lebih 
baik taqlid (pengikut) kepada ulama’ yang memiliki kemampuan 
berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya.15 
Dalam kalangan pondok pesantren sudah menjadi tradisi 
untuk mengkaji sebuah asalah baru yang belum ada, dalam 
mengkaji masalah tersebut para santri menggunakan metode 
yang sama halnya dengan warga nahdhiyyin (NU) yakni 
menggunakan tiga metode. Adapun metode istinbat hukum 
lembaga Bahs|ul  masail dalam setiap memecahkan hukum, 
yaitu: Metode Qouliy, Metode Ilhaqiy dan Metode Manhajiy.16 
Dari ketiga metode tersebut, metode yang banyak dipakai 
oleh lembaga bahs|ul masail Lirboyo adalah metode qouliy, 
yaitu suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama’ 
dalam lembaga Bahs|ul  msail dengan mempelajari masalah 
yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab 
fiqih, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi 
teksnya. Metode ini mengacu pada pengambilan qoul (pendapat 
imam Mazhab) ataupun wajah (pendapat pengikut mahab) 
terutama yang menyangkut hukum fikih dengan merujuk 
langsung pada teks kitab-kitab imam Mazhab empat (Hanafi, 
Maliki, Syafi’i dan Hanbali) walaupun pada prakteknya 
didominasi oleh kitab-kitab Syafi’iyah.17 
                                                                
14 Zamkasari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi Tentang Hidup Kyai (Jakarta: 
LP3ES, 1984), h. 150 
15 Andre Feillard, Nu Vis-S-Vis Negara, (Yogyakarta: Lkis, 1999) h. 127 
16 Aziz Mashuri, Masalah Keagamaan NU, (Surabaya: Dinamika Pers, 1997) 
h. 31 
17 Masyhuri, Maslaah Keagamaan NU, (Surabaya: Dinamika Press, 1997), h. 
364 
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Prosedur pemilihan qoul/wajah yang terdapat dalam forum 
bahtsul masa’il dapat dilihat sebagaimana proses berikut: 
1. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan atau 
yang lebih kuat. 
2. Khusus dalam Mazhab Syafi’i, perbedaan pendapat 
disesuaiakan dengan cara memilih: 
a. Pendapat yang disepakati oleh Al-Syaikhani (Al-
Nawawi dan Al-Rafi’i) 
b. Pendapat yang dipegang oleh Al-Nawawi 
c. Pendapat yang dipegang oleh Al-Rifa’i 
d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama’ 
e. Pendapat ulama’ yang terpandai 
f. Pendapat ulama’ yang wara’ 
3. Sedangkan untuk Mazhab selain Syafi’i adalah menurut 
ketentuan-ketentuan Mazhab masing-masing. 
Apabila metode qouliy tidak dapat dilaksaan karena tidak 
ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mu’tabar, maka 
yang dilakukan adalah menyamakan hukum suatu kasus atau 
masalah yang belum dijawab oleh kitab-kitab yang belum ada 
hukumnya dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab 
yang telah ada ketentuan hukumnya, yakni dengan metode 
ilhaqiy.18 
Metode ilhaqiy adalah upaya pengambilan sebuah hukum 
melalui teks-teks kitab yang dianggap mu’tabar dengan cara 
mengait-kaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan 
hukumnya denagn masalah lama yang mirip dan telah ada 
ketetapan hukumnya walaupun ketetapan hukum itu hanya 
terdapat pada teks-teks kitab saja. Dalam menggunakan metode 
ilhaqiy harus memperhatikan unsur-unsur (syarat) yang terkait, 
diantaranya adalah mulhaq Bih, yaitu sesuatu yang belum ada 
ketetapan hukumnya (teori yang dianut), Mulhaq ‘alaih, yaitu 
faktor keserupaan antara mulhaq bih dengan mulhaq ‘alaih (hal 
yang dianalogkan) danwajhu Ilhaq (analogi) oleh seorang 
                                                                
18 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi 
Askara, 2004), h. 124 
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mulhiq (seseorang yang mempunyai kemampuan dalam 
melakukan ilhaq)19 
Metode ini merupakan metode kedua atau cadangan, jika 
pada metode pertama tidak ditemukan jawaban atau ketetapan 
hukum yang berkenaan dengan masalah yang dihadapi, dengan 
menganalogikan masalah yang sudah ada ketetapa hukumnya. 
Metode ini yang paliung banyak digunakan oleh forum Bahs|ul  
Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri karena tidak semua 
masalah ada jawabannya pada kitab para ulama’, apalagi 
masalah kontemporer. 
Metode ini hampir sama dengan qiyas, akan tetapi ada 
perbedaan yang tampak pada obyek penyamaannya. Jika ilhaq 
menganalogikan permasalah yang belum ada penyelesaian 
hukumnya pada pendapat para ulama’ yang sudah ada kepastia 
hukumnya, sedangkan qiyas menganalogikan masalah yang 
belum ada penyelesaiannya lasngsung pada nash Al-Qur’an dan 
Hadis|. 
Apabila dengan menggunakan metode qauliy dan ilhaqiy 
belum juga ditemukan jawaban atau kepastian hukumnya, maka 
metode manhajj adalah jalan terakhir yakni dengan 
mempraktekkan qawa’id ushuliyah (kaidah-kaidah dalam ushul 
fiqih) dan qawa’id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqih) oleh para 
ahlinya. 
Maka dalam memutuskan permasalahan nafkah istri yang 
dipenjara sesuai dengan metode qoul Forum Bahs|ul  Masaial 
Pondok Pesantren Lirboyo Kediri menggunakan metode qouliy, 
yakni dengan menggali permasalahn yang dihadapi dan mencati 
jawaban dalam kitab-kitab yang terkait, sehingga akhirnya 
ditemukan dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu  
karangan Wahbah Zuhaily karena pendapat inilah yang sangat 
mengena dan sesuai dengan metode qouliy. 
Hasil Keputusan Bahs|ul  Masail tentang Nafkah Istri Yang 
Dipenjara 
                                                                
19 Ibid, h.367 
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Keputusan Bahtsul masa’il tentang nafkah Istri yang 
dipenjara diawali dengan pemberian Ilustrasi sosial kepada 
peserta sidang. Ilustrasi ini berupa cerita singkat tentang seorang 
istri dari artis yang tertangkap basah sedang pesta sabu-sabu. 
Sehingga istri tersebut  mendekam di penjara untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ilustrasi ini 
kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan Apakah masih wajib 
bagi seorang suami untuk menafkahi sang istri dalam kasus di 
atas? 
Setelah ilustrasi sosial disampaikan dan pertanyaan 
dirumuskan dalam kalimat yang jelas. Maka peserta berdiskusi 
hingga memperoleh sebuah keputusan. Keputusan dalam diskusi 
tersebut menyatakan bahwa dalam kasus istri yang dipenjara, 
suami tidak wajib lagi untuk memberikan nafkah, ini juga 
berarti gugurlah hak istri untuk mendapatkan nafkah. Adapun 
dasar hukum yang dipakai adalah keterangan dari kitab Tuhfah 
al-Minhaj dan kitab Fiqh al-Islam wa adillatuhu. 
Analsisis Metode Istinbat dan Rujukan Tim Bahs|ul  Masail 
Pondok Pesantren Lirboyo Kediri 
Bahsul masail merupakan lembaga kajian yang bergerak 
dalam bidang agama dan berwawaskan ahlus sunnah wal 
jama’ah, karena itu ciri keagamaan sangat ditonjolkan. Sebagai 
lembaga kajian keislaman, Bahsul masail memiliki acuan atau 
dasar yang digunakan dalam memecahkan masalah hukum. 
Dalam memecahkan masalah hukum islam, para ulama’ 
terdahulu langsung merujuk pada nass Al-Qur’an dan hadis, jika 
tidak ditemukan jawaban dalam nas maka mencari jawaban pada 
ijma’ sahabat atau berdasarkan pendapat sahabat. Jika masih 
belum ditemukan jawaban atas permsalahan yang dihadapi, 
maka menggunakan metode qiyas, yaitu dengan 
menganalogikan permasalahan yang belum ada penyelesaiannya 
dengan masalah yang menyerupai dalam illatnya, sehingga 
mendapat penyelesaian hukum. 
Sementara itu, metode istinbat hukum yang dipakai dalam 
forum Bahsul masail santri-santri di pondok pesantren lirboyo 
Kediri adalah metode qauliy, yaitu suatu cara istinbat hukum 
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yang digunakan oleh ulama’ dalam lembaga Bahsul masail 
dengan mempelajari masalah yang dihadapi,  kemudian mencari 
jawabannya pada kitab-kitab fiqih, dengan mengacu dan 
merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Metode ini 
mengacu pada pengambilan qoul (pendapat imam mazhab) 
ataupun wajah (pendapat pengikut mahab) terutama yang 
menyangkut hukum fikih dengan merujuk langsung pada teks 
kitab-kitab imam mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan 
Hanbali) walaupun pada prakteknya didominasi oleh kitab-kitab 
syafi’iyah.20 
Tim Bahsul masail dari pondok pesantren Lirboyo Kediri 
dalam menentukan dasar-dasar hukum suatu perkara tidak 
langsung mengambil dari kitab qur’an maupun hadis, akan tetapi 
dasar-dasar hukum tersebut diambil dari kitab-kitab fikih 
mazhab dari empat mazhab. Adapun kitab-kitab sumber dasar 
hukum yang terdapat dalam keputusan Bahsul Masail Pondok 
Pesantren Lirboyo Kediri  untuk memutuskan tidak wajibnya 
nafkah terhadap istri yang dipenjara, antara lain berasal dari 
Kitab Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj dan al-Fiqh Al-
Islam Wa Adillatuhu. 
Dua kitab di atas merupakan kitab-kitab yang dipakai 
forum Bahsul masail karena di dalamnya memuat masalah 
mengenai nafkah istri yang dipenjara. Pembahasan tentang 
nafkah ini tentu tidak lepas dari pelakunya, yaitu suami dan istri. 
Adanya yang satu juga memastikan yang kedua. Seperti jual dan 
beli, dikatakan si A itu penjual maka akan timbul si B yang akan 
disebut-sebut sebagai pembeli. Oleh karena itu, dua kata ini 
apabila disebut satu saja, secara otomatis pula menunjukkan 
yang satu. Identifikasi seperti ini jelas di dalam Al Qur'an yang 
asal artinya menjual bisa juga disebut membeli. Sehingga kata  
bai'un dan syira kedua-duanya dapat diartikan jual dan beli. 
Begitu pula halnya dengan hak dan kewajiban. Orang yang 
berhak menuntut dan orang yang dituntut berkewajiban 
memenuhinya. Di dalam Al Qur'an, Allah mengisyaratkan 
                                                                
20 Masyhuri, Maslaah Keagamaan NU, (Surabaya: Dinamika Press, 1997), h. 
364 
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bahwa laki-laki adalah pakaian dari perempuan, dan perempuan 
adalah pakaian bagi laki-laki, istrimu adalah ladang bagi kamu, 
seperti yang termaktub dalam Al Qur'an Al Baqarah 18721. Di 
sini memberikan gambaran antara pakaian dan pemiliknya harus 
ada keserasian. 
Hukum yang dapat diambil dalam masalah ini adalah 
gugurnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada 
istrinya, karena adanya sesuatu yang menghalangi keduanya, 
yaitu penahanan terhadap sang istri, demikianlah yang 
difatwakan oleh Imam Al-Walid Rahimahullah. Kemudian, 
lebih jauh Imam Al-Azra’i berpendapat : “Jika pemberian 
nafkah itu disebabkan ketidakmampuannya, maka kewajiban 
nafkah tersebut tetap berjalan seperti biasa". 
Ketika keberadaan istri yang sudah tidak lagi bersama 
suami, maka akan terhalang pula kewajiban dan hak untuk 
dijalankan. Hal yang diharapkan dari adanya hikmah dan tujuan 
pernikahan menjadi tidak terwujud. 
Jika salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya, 
maka keharmonisan rumah tangga juga tidak terwujud. Istri 
yang dipenjara, tidak dalam naungan suaminya. Istri tidak bisa 
menjalankan kewajiban sehingga suami juga tidak bisa 
menunaikan kewajiban yang barupa nafkah baik yang yang 
sifatnya hissi atau dhohir. Hasil keputusan bahsul masail 
mengetengahkan alasan dimana istri yang tidak mendapatkan 
nafkah karena disebabkan masuknya istri ke dalam penjara atau 
faktor-faktor yang melatarbelakangi keberadaan istri 
mendapatkan sanksi dan mendekam di dalam penjara, yaitu 
ketika sang istri melakukan  perbuatan yang melanggar hukum 
dikarenakan tindakannya itu tidak ada hubungannya dengan 
sang suami atau disebabkan oleh orang lain. Perbuatan yang 
dilakukan dengan tidak ada unsur pembangkangan terhadap 
                                                                
21Artinya : "Istrimu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian 
bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan 
nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. 
Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan 
Allah untukmu".  
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suami bukan tergolong sebagai nusyuz. Karena pengertian 
nusyuz secara harfiyah adalah membangkang atau tidak tunduk. 
Selanjutnya apabila memang keluarnya istri dari rumah 
memang untuk mencari nafkah dikarenakan tidak mempunya 
suami untuk mencarinya, maka hal ini tidak menjadi soal.  
Ini juga berarti bahwa sang istri tidak melakukan 
perbuatan yang ada unsur  nusyuz di dalamnya, maka tidak 
berhak mendapatkan nafkah dari suami. Atau hal-hal lain yang 
menyebabkan dudurnya mendapatkan nafkah karena perbuatan 
yang dilakukan istri sendiri seperti murtad (keluar dari islam).  
Dalam hal ini, kalau kita menengok pada masa yang 
lampau, sesungguhnya pengobatan pada masa dahulu bukan 
merupakan kebutuhan yang asasi (pokok), karena kebanyakan 
orang tidak memerlukan pengobatan, sebab kondisi mereka 
selalu sehat dan bugar, dan ijtihad para ahli fikih klasik tak 
terlepas dari pengaruh tradisi yang terdapat pada saat itu. 
Adapun pada saat sekarang ini, kebutuhan akan pengobatan 
serupa dengan kebutuhan makanan, bahkan menjadi lebih 
penting. Dan setiap orang yag sakit selalu mengutamakan untuk 
mengobatinya dengan berbagai cara. oleh karena itu, Wahbah 
Zuhaili memandang bahwa suami wajib memberika nafkah 
untuk pengobatan sebagaimana haknya dengan macam nafkah 
yang lain. Dan apakah dikatakan sebagai pergaulan yang baik 
jika suami bersenang-senang dengan sang istri ketika dia sehat, 
kemudian memulangkannya kepada keluarganya untuk diobati 
ketika sang istri sakit? 
Menurut penulis, dalam kehidupan berumah tangga, 
suami-istri diharuskan untuk saling membantu satu sama lain, 
terutama apabila salah satu pihak tertimpa musibah atau sakit. 
Oleh sebab itu, sudah sepantasnya biaya pengobatan istri yang 
sedang sakit termasuk dalam hak nafkah yang berhak diterima 
istri da menjadi tanggungan sang suami. Bantuan suami baik 
spiritual maupun materiil akan sangat membantu mempercepat 
kesembuhan istri. Dan apabila tujuan dari pemberian nafkah 
(sandang dan pangan) adalah untuk keberlangsungan hidup, aka 
kebutuhan istri akan nafkah (obat-obatan dan pengobatan) di 
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kala sakit lebih diperlukan oleh sang istri demi memulihkan 
kesehatannya, dari pada kebutuhannya akan nafkah sandang dan 
papan. 
Di sisi lain,di antara hak dan kewajiban suami-istri yang 
harus dipenuhi bersama antara lain telah ditetapkan dalam KHI 
pasal 77 adalah sebagai berikut: 
1. Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang 
menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat 
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang 
satu kepada yang lain. 
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan 
memelihara anak-anak mereka, baik mengenai 
pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan 
pendidikan agamanya. 
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-
masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan 
Agama.22 
Peraturan di atas juga jelas sekali bahwa dalam ikatan 
perkawinan atau hubungan suami-istri haruslah ada rasa kasih 
sayang, tolong menolong dan adanya mu’asyirah bil ma’ruf. 
Jadi bukan sekedar seperti transaksi jual beli dimana pihak satu 
melakukan perbuatan dan pihak lain harus memebri upah atas 
pekerjaan yang dilakukannya. Adanya kesepahaman dan 
pengertian antara keduanya harus ditumbuhkan sehingga tujuan 
perkawinan akan dapat tercapai, yaitu sakinah, mawaddah wa 
rahmah. 
 Mengenai bahwa dasar-dasar yang dipakai oleh Bahsul 
masail adalah bersumber dari kitab-kitab fiqih bermazhab 
Syafi’i secara Qauliy artinya semua teks-teks dasar hukum 
tersebut mengacu dan merujuk kepada mazhab Syafi’i. Dasar-
dasar hukum fikih tersebut adalah bersumber dari produk ijtihad 
                                                                
22 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Bandung: 
Humaniora Utama Press, Tth.), h. 40 
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para mujtahid yang merupakan sumber hukum islam yang ketiga 
setelah Al-Qur’an dan Al-Hadis|. Hal ini sejalan dengan 
perkataan nabi kepada Mu’ad pada saat diutus ke Yaman, yaitu: 
dengan apa kamu memutuskan perkara? Ia menjawab: dengan 
keputusan yang ada dalam Al-Qur’an. Bila dalam Al-Qur’an 
tidak diyemukan ia menjawab: dengan keputusan yang ada di al-
hadis|. Bila dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis| tidak ditemukan? Ia 
menjawab: saya melakukan ijtihad yaitu mengerahkan 
kesanggupan dan kemampuan pikiranku. Oleh sebab itu, dasar-
dasar hukum yang ada dalam keputusan tersebut adalah produk 
pemikiran/ pemahaman mujtahid terhadap hukum islam. 
Dimana produk hukum diantara mereka dapat terjadi perbedaan. 
Semua itu, tidak lepas dari realita yang dihadapinya serta 
keilmuan yag dimilikinya itu berbeda-beda, yaitu berakibat 
terbentuknya mazhab-mazhab. 
Penutup 
Pemaparan mengenai nafkah istri dipenjara di atas, 
menunjukkan bahwa Hasil  istinbat hukum yang dilakukan oleh 
Bahs|ul  Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dalam 
memutuskan masalah nafkah istri yang dipenjara adalah tidak 
wajib.Nafkah dalam keluarga bukanlah sekedar seperti akad 
dalam jual beli yang bersifat transaksional, namun lebih 
ditekankan adanya mu’asyirah bil ma’ruf. 
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